
SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SEI.ATAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBA}IAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI SEI,ATAN NOMOR 33
TAHUN 2OT9 TENTANG PEMBENTUKAN INFRASTRUKTUR PUSAT DATA

DAERAH KABUPATEN TAPANULI SEI,ATAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Menimbang: a.

b.

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor
95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerinta-han yang bersih, efelrtif, transparan, dan
akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan
terpercaya perlu adanya Infrastruktur Pusat Data Daera-h
guna mendukung ketersediaan data dan informasi daerah
yang terpadu, cepat, tepat dan akurat untuk dapat
dipertan ggun gi awabkan ;

bahwa untuk efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaal
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten
Tapanuli Selatan, perlu dilakukan perubahan terhadap
Peraturan Bupati Tapanuli Selatarr Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pembentukan Infrastruktur Pusat Data Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan ;

c bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana
tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu
menetapkal Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli
Selatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pembentukan
Infrastrukhrr Pusat Data Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Ling!<ungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
10e2);



2

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2Ol2 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elelctronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5348);

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2Ol8 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Repubtk
Indonesia Nomor 20 Tahun 2O16 tentang Perlindungan
Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 2O16 Nomor 1829);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 154);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangalat Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembetukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 30O,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Nomor 3O);

10. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 102
Tahun 2O16 tentang Uraian T\.rgas Pokok dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika I(abupaten
Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun 2O16 Nomor 677);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 33 TAHUN
2Oi9 TENTANG PEMBENTUKAN INFRASTRUKTUR PUSAT
DATA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SEI..{TAN

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 33
Tahun 2O19 tentang Pembentukan Infrastruktur Pusat Data Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2019 Nomor 87O) diubah sebagai berikut:

Pasa-l 1

l. Ketentuan Pasal I ditambah 2 (dua) angka yaitu angka (lO), dan angka
(11), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli

Selatal.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah

unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah

Daerah.

6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan yang

selanjutnya disingkat Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Selatan.

7. Rrsat Data adalah fasilitas yang digu.nakan untuk penempatan

sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan

penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.

8. Infrastruktur Pusat Data adalah perangkat jaringan, perangkat

komputerisasi, perangkat keamanan dan perangkat keamanan Iisik.

9. Data Elektronik/ Pengolahan Data Elektronik (PDE) adalah suatu

pemrosesan data komersial secara berulang kali terhadap data yang

sejenis.



4

11. Komunikasi Data adalah pertukaran data untuk menjamin
ketersediaan data sesuai dengal penmtukannya.

Pasal 4

2. Ketentuan Pasal 4 ditambah satu ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1) tetap;

(2) tetap;

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Infrastruktur Pusat Data Daerah memperhatikan kebutuhan integrasi

dengan pusat data Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah lainnya, dan

Pemerintah Pusat.

Pasal l0
3. Ketentuan ayat (2) huruf (c) diubah, sehingga Pasal l0 berbunyi :

(1) tetap;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pelaksana Infrastrulrhrr menyelengarakan fungsi :

a. penyelenggaraan Infrastrukhrr Pusat Data;

b. penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah;

c. penyelenggaraan Sistem Penghubung l"ayanan Pemerintah dan

Integrasi antara OPD, Pemerintah Daerah lainnya, dan Pemerinta-h

Pusat;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 33 Tahun 2Ol9 tentang

Pembentukan Infrastruktur Pusat Data Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan,

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan

Bupati ini.

10. Integrasi Data adalah penggunaan bersama data tunggal untuk
berbagai proses yang terkait dengan data tersebut.
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Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli

Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal a 7 Jarrucr{ ao 1r

BUPATI TAPANULI SELATAN

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal ?.7 {anuan eoa t

S EKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KAE}UPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR

dengan aslinya
HUKUM

TI, SH

ttd

ttd

7@

KAT I
NI 508 198410 1001


